TANAH LAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2020

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
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sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri
Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun  anggaran
berakhir, untuk dilakukan
pembahasan bersama Kepala Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah guna mendapatkan
persetujuan bersama,;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;



Mengingat

0 1.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756)
dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Ilembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5515);

Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
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17.

18.
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Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
nomor 49 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik



19.

20.

21.
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara
Republim Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 305, Tambahan Ilembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
61730);
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23.

24.

25.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
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27.

28.
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sebagaimana telah dirubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonsia Tahun 2018 Nomor
15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum
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Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan :

KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20109.
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut berupa laporan keuangan
memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan
Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)/ Perusahaan Daerah, serta Ikhtisar
Laporan Keuangan Desa.

me oo TP

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rp1.871.377.390.246,69
b. Belanja Rp1.289.996.914.643,93
c. Transfer Rp 239.925.145.838,00 (+)

Total Belanja dan Transfer Rp1.529.922.060.481,93
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Surplus/Defisit Rp 341.455.329.764,76
d. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp 591.805.608.669,58

2) Pengeluaran
Penyertaan Modal BPR Rp 11.100.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp 580.705.608.669,58

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31
Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Rp591.707.585.889,58
Lebih Awal

b. Penggunaan SAL Rp591.688.396.169,58 (-)
Tahun berjalan
Sub Total Rp 19.189.720,00

c. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan
Anggaran Rp922.160.938.434,34 (+)
Sub Total Rp922.180.128.154,34

d. Koreksi Kesalahan Rp (19.189.720,00)(+)
Pembukuan

e. Saldo Anggaran Rp 922.160.938.434,34
Lebih Akhir

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
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a. Jumlah aset Rp4.249.756.200.583,40

b. Jumlah kewajiban Rp 115.060.740.848,82 (-)

c. Jumlah ekuitas Rp4.134.695.459.734,58
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO Rp1.795.393.930.433,00

b. Beban Rp1.368.280.733.791,30 (-)

c. Surplus/Defisit- keg. Rp 427.113.196.641,70
Operasional

d. Beban Defisit.Non Rp 12.832.124.156,85
Operasional

e. Beban luar Biasa Rp (12.992.672,00)(+)

f.  Surplus/ Defisit-LO Rp 414.268.079.812,85

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas Rp591.688.401.474,58
per 1 Januari 2019

b. Kenaikan/ Penurunan Kas
b.1 Aktivitas operasi Rp607.326.821.175,26
b.2 Aktivitas investasi Rp(266.857.028.910,50)
b.3 Aktivitas pendanaan Rp (9.997.250.000,00)
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b.5 Aktivitas non anggaran Rp (5.305,00)(+)
/pembiayaan
Total Kenaikan / Rp330.472.536.959,76
Penurunan Kas

c. Saldo kas akhir Rp922.160.938.434,34

per 31 Desember 2019

Saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar
Rp922.160.938.434,34 termasuk di dalamnya Kas di
Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp1.967.519,00, Kas di
Badan Layanan Umum Daerah Sebesar
Rp15.900.308.907,00 dan Kas di Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Sebesar Rp3.918.026.021,00 serta
Kas di dana Bantuan Operasional Kesehatan Sebesar
Rp4.876.795.550,02.

Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp3.600.886.004.139,28
b. Surplus/Defisit-LO Rp 414.268.079.812,85
c. Dampak Kumulatif Rp 119.541.375.782.,45 (+)

Perubahan Kebijakan
d. Ekuitas Akhir Rp4.134.695.459.734,58
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Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos - pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri
dari :

a. LampiranI : Laporan  Realisasi = Anggaran
Tahun Anggaran 2019.
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Tahun  Anggaran
20109.
Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan Tahun

Anggaran 2019.
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=R BN I

e

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

19

Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara
Tahun Anggaran 2019.

Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih.
Neraca.

Laporan Operasional.
Laporan Arus Kas.

Laporan Perubahan Ekuitas.
CaLK.

Daftar  Rekapitulasi  Piutang
Daerah.

Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tak Tertagih.

Daftar Rekapitulasi Dana
Bergulir dan PenyisihanDana
Bergulir.

Daftar Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah.



1.  Lampiran XII

m. Lampiran XIII
Lampiran XIV

B

o. Lampiran XV
Lampiran XVI
q- Lampiran XVII

T

r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

u. Lampiran XXI

Ketentuan lebih
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Daftar Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah.

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Dalam Pekerjaan.

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
Daftar Cadangan Daerah.

Daftar Kewajiban Jangka
Pendek.

Daftar Kewajiban Jangka
Panjang.

Daftar Kegiatan Yang Belum
Selesai dan Dianggarkan Kembali
Tahun Berikutnya (DPA_L).
Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah.
Iktisar Laporan Dana Desa.

Pasal 10

lanjut mengenai Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 September 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: 3-45/2020)
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